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KONSEP PINJAM MEMINJAM DAN SEWA MENYEWA
DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Pinjam dalam Hukum Islam
1. Pengertian Pinjam dalam Hukum Islam
Istilah pinjam pakai pada dasarnya hanya digunakan dalam istilah
hukum perdata, dalam syari’at Islam istilah pinjam pakai dikenal dengan
istilah pinjam meminjam (‘Ariyah).! Secara bahasa, ‘ariyah artinya sesuatu
yang dipinjamkan, pergi dan kembali atau beredar. Dengan demikian al-
‘aryah ialah perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan
orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.’
Menurut istilah, definisi ‘aryah dikemukakan oleh para ulama
sebagai berikut:

a. Ulama Hanifisgah memberikan definisi ‘aryah sebagai berikut:

Kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan.

b. Malikiyah memberikan definisi ‘ariyah sebagai berikut:

Kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai
dengan imbalan.

! Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 84.
2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
2003), 239.
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c. Syafi’iyah memberikan definisi ‘ariyah sebagai berikut:
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Dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak
memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang
dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian
dikembalikan kepada orang yang memberikannya.

d. Hanabilah memberikan definisi “ariyah sebagai berikut:

or 2. -
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Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang
yang memberi pinjaman atau lainnya.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat
dipahami bahwa pada dasarnya para ulama sepakat ‘ariyah adalah suatu
hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain
tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan harus
dikembalikan kepada pemiliknya. Namun dari definisi tersebut terdapat
dua versi. Versi pertama Hanafiyah dan Malikisgah mendefinisikan ‘ariyah
dengan tamlik al-manfa’ah (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi
tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki
olen peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.
Sedang versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah
dengan ibakah al-intifa> (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi

kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh
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dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang
lain.?
2. Landasan Hukum Pinjam

‘Arlyah merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah)
dan dianjurkan al-Qur’an dan hadis. Dalil dari al-Qur’an adalah sebagai
berikut:

QS. al-Makdah ayat 2.

P , ) . ) _
ssaalls 7l e 1o5le0s

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa.’

QS. al-Ma*um ayat 7.

29 0o LT 0mils

Dan enggan (memberikan) bantuan.’

Dalam ayat pertama (QS al-Maklah ayat 2) Allah memerintahkan
umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan.
Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘aryah , yakni meminjamkan kepada
orang lain barang yang dibutuhkannya. Sedangkan dalam ayat kedua (QS.
al-Maum ayat 7) Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang

mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain.

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 467-468.

* Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 106.
> Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah..., 602.

® Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 468-469.
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Dalil dari hadis adalah sebagai berikut:

;Q;p;;g;:m\g;;ﬁ‘;@@g@g;sg N[O U
MG B 5 e e U6 e U S LA T IR R
(4ks 3ize 09))
Dari Anas bin Malik, ia berkata: telah terjadi rasa ketakutan
(atas serangan musuh) di Kota Madinah. Lalu Nabi saw
meminjam seekor kuda dari Abi Talhah yang diberi nama
Mandub, kemudian beliau mengendarainya. Setelah beliau
kembali beliau bersabda: Kami tidak melihat apa-apa dan yang
kami temukan hanyalah lautan (HR. Muttafaq “alaihi).
Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa “aryah merupakan salah
satu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Dan
dilihat dari sisi orang yang meminjamkan. ‘ARyah merupakan
perbuatan ibadah yang diberi pahala oleh Allah swt.’
3. Rukun dan Syarat Pinjam
‘AHyah sebagai sebuah akad memerlukan adanya unsur-unsur yang
harus dipenuhi yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai
suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini ada beberapa rukun yang harus
dipenuhi. Adapun rukun ‘aryah menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:
a. Orang yang meminjamkan (mu’ip
b. Peminjam (musta’ip

c. Barang yang dipinjamkan (mu’ar)

d. S{ghah.®

" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 470.
® Abdul Rahman Gazaly et al, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 249.
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Syarat-syarat ‘ariyah berkaitan dengan rukun yang telah
dikemukakan di atas, yaitu:

Syarat orang yang meminjamkan adalah baligh, dengan demikian
tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiyah
tidak mensyaratkan melainkan cukup mumayiz. Selain itu juga berakal,
tidak mahjur “alaih karena boros atau pailit dan harus pemilik atas manfaat
yang akan dipinjamkan.

Syarat peminjam adalah harus jelas, dengan demikian tidak sah jika
peminjam tidak jelas (majhul). Selain itu peminjam harus memiliki hak
tasarruf dan ahliyah al-ada> Dengan demikian, meminjamkan barang
kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi
apabila peminjam boros, menurut ulama Syafiyah, ia boleh menerima
sendiri “‘aryah tanpa persetujuan wali.

Syarat barang yang dipinjam dapat diambil manfaatnya, baik pada
waktu sekarang maupun nanti dengan syarat barang tetap utuh meskipun
telah diambil manfaatnya. Selain itu barang bersifat mubah, yakni barang
yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut shara’.

Sighah ‘ariyah disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi
pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang
dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Pernyataan tersebut cukup

disampaikan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya cukup dengan
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perbuatan langsung, baik member (pihak yang meminjamkan) atau
menerima (pihak peminjam).’
4. Berakhirnya Akad Pinjam
Akad ‘ariyah berakhir karena beberapa alasan berikut ini:

a. Pemberi pinjaman meminta agar pinjamannya dikembalikan. Karena
akad ‘ariyah tidaklah mengikat, sehingga ia dapat berakhir dengan
pembatalan (fasakh).

b. Peminjam mengembalikan barang yang dia pinjam. Jika peminjam
mengembalikan barang yang dia pinjam, maka akad ‘ariyah pun
berakhir, baik setelah berakhirnya masa peminjaman maupun
sebelumnya.

c. Salah satu pihak pelaku akad ‘ariyah gila atau tidak sadarkan diri
(koma). Hal ini dikarenakan hilangnya kecakapan untuk member secara
sukarela yang dibutuhkan untuk melakukan akad dan selama
berlangsungnya akad.

d. Kematian salah satu pihak pelaku akad, pemberi pinjaman atau
peminjam. Hal ini karena ‘ariyah adalah pemberian izin kepada orang
lain untuk mengambil manfaat dari barang pinjaman. Dengan adanya
kematian maka izin dan orang yang diizinkan tidak ada lagi.

e. Al-hajr (pelarangan untuk membelanjakan harta) terhadap salah satu

pihak pelaku akad karena kedunguan dan kebangkrutan. Karena dengan

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 471-473.
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demikian, orang yang bersangkutan kehilangan kelayakan meminjamkan

harta secara sukarela, sehingga akad ‘ariyah menjadi batal.'

B. Konsep Sewa dalam Hukum Islam
1. Pengertian Sewa dalam Hukum Islam

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Figh al-Islami>wa
Adillatuhu, akad sewa sama halnya dengan akad jual beli, karena termasuk
bagian dari al-ugugt al-mussammak, yakni akad yang telah disebutkan
namanya dan sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat
Islam. Namun dilihat dari sisi sifatnya, transaksi sewa menyewa berbeda
dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli
bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan
suatu barang.™*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata sewa
sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Sewa menyewa dalam
hukum Islam disebut dengan ijarah. ljarah berasal dari kata al-ajru yang
berarti al-*iwady (ganti). Secara shara’ ijarah adalah suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat atas suatu barang atau suatu pekerjaan yang

diperbolehkan dengan jalan penggantian dalam tenggang waktu tertentu.*?

9\Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jilid 5, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 589.

1 \Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu..., 385.

12 splih}ibn Fauzan ibn ‘abdullah ak Fauzan, al-Mulkhas}al-Fighi>Juz 3 (Mesir: al-Maktabah al-
Islamigyah, 2002), 406.
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Secara istilah para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam
mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Hanafigah, ijarah adalah:
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Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang dimaksud dan
tertentu dari suatu benda yang disewa dengan imbalan.*®

b. Menurut Matkiyah, ijarah adalah:
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Akad untuk mengambil kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan
untuk sebagian yang dapat dipindahkan.**

c. Menurut Syafi’iyah, ijarah adalah:
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Akad untuk mengambil manfaat yang dimaksud dan tertentu yang
dapat diberikan dan bersifat mubah dengan imbalan tertentu.*

d. Menurut Hanabilah, ijarah adalah:
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Suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah, kara>
dan semacamnya.'®
Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan

3 Abd al-Rahman al-Jaziri>al-Figh ‘ala al-Madhakib al-Arba’ah, Juz 3, (Mesir: Dap al-Hadith,
2003), 77.

“bid., 78.

1bid., 79.

1% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 317.
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pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.'” Dengan demikian akad ijarah
tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi perpindahan hak guna saja dari
yang menyewakan kepada penyewa.

Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji dalam bukunya yang berjudul

Ensiklopedi Figih Umar bin Khathab ra.
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ljarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya

yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud yang memungkinkan

untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam

dengan pengganti (upah) yang jelas.™®

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa ijarah
merupakan suatu perjanjian untuk menjual manfaat atas suatu barang
dengan diganti oleh pembayaran dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan. Karena akad ijarah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas
ahli fikih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan
buah karena buah adalah barang. Sedangkan ijarah adalah menjual manfaat
suatu barang dan bukan barang itu sendiri. Begitu pula menyewakan

kambing untuk diambil susunya, anaknya atau bulunya, karena semuanya

bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah.™

" Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah.

'8 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figh Umar bin Khathab, M. Abdul Mujieb AS et
al., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 177.

19 Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu ..., 388.
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2. Landasan Hukum Sewa
Kegiatan ijarah dalam lingkungan kehidupan sehari-hari juga telah
diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah dan
lima’ para ulama.”
a. Landasan hukum sewa berdasarkan al-Qur’an
QS al-Bagarah ayat 233.

Syl PR I ’CL:,~ m;,u’f’ 2525 ol 25
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Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.?
Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah mempekerjakan
seseorang hendaknya memberikan upah yang pantas. Dalam ayat ini,
pekerjaan yang dimaksud adalah menyusui. Menyusui di sini adalah jasa
dari seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu disusukan kepada anak
yang ditunjuk. Begitu juga dengan manfaat suatu barang seperti yang

terjadi pada praktik sewa menyewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan

Surabaya.

20 1smail Nawawi, Figh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial, (Jakarta: Dwi Putra
Pustaka Jaya, 2010). 312.
2! Departemen Agama R, al-Quran dan Terjemah..., 37
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Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan)
dari kamu....?

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as. bertemu

dengan kedua putri Syu’aib. Salah seorang putrinya meminta Nabi Musa

as. untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian

Syu’aib bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri

Syu’aib mengatakan bahwa Nabi Musa as. telah berbaik hati dengan

memberikan air minum kepada binatang ternak mereka lalu mengatakan

“karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.? Cerita

ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang.

22 1hid., 388.

22 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbak, Volume 10, Cetakan 7, (Tanggerang: Lentera Hati,

2007), 334.
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b. Landasan hukum sewa berdasarkan al-Sunnah
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Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw. berkata:
“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".**
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Dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah Saw. pernah berbekam dan

memperi upah pada pembekamnya. Andai kata upah (bekam) itu

haram, pastilah beliau tidak memberinya (HR. al-Bukhari).?®

Dari kedua hadis di atas dijelaskan bahwa, ketika seseorang
membekam Nabi Muhammad Saw. maka beliau memberikan upah
kepada pembekam tersebut. Begitu pula jika seseorang telah
memberikan jasanya untuk membantu pekerjaan kita, harusnya Kkita
memberikan upah yang patut atas pekerjaannya. Seperti halnya dengan
seseorang yang telah memberikan manfaat atas bendanya untuk kita
gunakan, harusnya kita memberikan uang sewa yang patut atas manfaat
benda yang telah kita pakai tersebut. Seperti yang terjadi pada sewa
lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

¢. Landasan hukum sewa berdasarkan Ijma’ para ulama

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh

para ahli hukum Islam, kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar al-

24 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 880.
% |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram, Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Alma’arif, 1992),
474,
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Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani dan
Ibnu Kisa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan
akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang
memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang
yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya ijarah maka
orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang
lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan
memberikan imbalan berupa uag sewa yang disepakati bersama, tanpa
harus membeli rumahnya.
3. Rukun dan Syarat Sewa

Proses terjadinya ijarah akan menjadi sah jika rukun dan syaratnya
dipenuhi, sebagaimana yang berlaku juga bagi transaksi lainnya. Rukun
merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu
pekerjaan. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum
mengerjakan suatu pekerjaan. Rukun dan syarat dari ijarah akan dibahas

sebagai berikut:

a. Rukun sewa
Menurut Hanafigah, rukun ijarah hanya satu, yakni ifab dan qabuk
yaitu pernyataan dari orang yang menyewa (musta’jir) dan orang yang
menyewakan (mu’jir). Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun ijarah

ada empat, yaitu:?®

2% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 320-321.
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1) Dua pelaku akad sewa (‘Agidayn)

Dua pelaku akad sewa yaitu orang yang menyewakan (mu’jir)
dan penyewa (musta’jir). Kedua belah pihak yang melakukan akad
harus berakal, mengetahui manfaat barang dan biaya sewa agar dapat
mencegah perselisinan yang akan timbul dikemudian hari dan
masing-masing pihak rela tanpa adanya paksaan. Selain itu juga harus
memiliki tingkat kecakapan hukum. Apabila orang gila atau anak
kecil membuat akad, maka akad dianggap tidak sah.?” Namun jika
pelaku belum cakap hukum, maka akad dapat sah jika mendapatkan
persetujuan walinya.

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut al-ahligah yang
berarti kelayakan, yakni kelayakan seseorang untuk menerima hak
dan kewajiban untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum
Syariah. Kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi menjadi
dua macam yang pertama, adalah kecakapan menerima hukum
(kecakapan hukum pasif), yakni kelayakan seseorang untuk menerima
hak dan kewajiban. Yang dibagi menjadi dua yaitu, kecakapan
menerima hukum tidak sempurna, yang dimiliki subyek hukum ketika
berada dalam kandungan ibu dan kecakapan menerima hukum
sempurna, yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga

meninggal.

2" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 108.
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Kecakapan hukum yang kedua adalah kecakapan bertindak
hukum (kecakapan hukum pasif), yakni kelayakan seseorang untuk
perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum. Artinya
kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui
pernyataan kehendak serta harus bertanggung jawab atas
perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu
dianggap sah secara hukum dan apabila melakukan suatu perbuatan
melawan hukum, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya. Yang dibagi menjadi dua macam, yaitu kecakapan
bertindak hukum tidak sempurna, yang dimiliki oleh subyek hukum
sejak lahir hingga meninggal dan kecakapan bertindak hukum
sempurna, yang dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa

hingga meninggal.
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Skema kecakapan hukum dalam kaitannya dengan fase-fase

kehidupan manusia. 2

Kecakapan Hukum

Kecakapan
Menerima Hukum

| Tidak Sempurna I

Periode Janin

|  Sempurna |

Sejak Lahir Hingga

i

Meninggal Dunia

Kecakapan
Bertindak Hukum

| Tidak Sempurna :

Periode Tamyiz

Gambar 2.1

2) Adanya Akad (S}ghah)

|  Sempurna |

Sejak Mulai
Dewasa Hingga
Meninggal

1

Kata akad secara harfiah berarti menyambung, mengikat atau

mempertemukan. Hakikatnya akad adalah dua orang atau lebih saling

mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendak melalui

ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain. Di mana pihak yang

satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan

kehendaknya pula sebagai tanggapan terhadap pihak pertama.

Pernyataan kehendak pertama dinamakan ipb dan

%8 1bid., 109-110.

pernyataan
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kehendak kedua dinamakan gabuf Pernyataan kehendak dalam ifab
dan gabubinilah yang menurut hukum Islam disebut Sjghah.?

Slghah adalah pernyataan kehendak yang terdiri atas ifjab dan
gabub yang merepresentasikan perizinan. * Keberadaan perizinan
adalah sempurna apabila didasarkan kepada kehendak murni para
pihak. Apabila kehendak para pihak tidak murni atau dengan kata
lain cacat sehingga perizinan yang diberikan tidak sempurna,
perjanjian dapat dibatalkan meskipun telah dibuat para pihak.
Kehendak murni yang dimaksud adalah kehendak yang dinyatakan
secara bebas dan dalam suasana wajar serta tidak dipengaruhi oleh
unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan merusak kehendak
para pihak.

Pasal 1321 KUH Perdata Indonesia menentukan bahwa cacat
kehendak itu ada tiga macam, yaitu kekhilafan, paksaan dan
penipuan. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan,
penipuan, kekhilafan dan ketidakseimbangan prestasi.*

Selain perizinan, adanya kesatuan majelis akad juga disyaratkan
dalam S}ghah. Dengan kata lain, penutupan akad (gabuB harus terjadi
dalam satu majelis yang sama. Karena dalam menutup perjanjian
mungkin terjadi bahwa pihak saling berhadapan atau mungkin

sebaliknya berada di tempat berlainan, maka pembicaraannya

2 1bid., 123-124.

0 1bid., 122.

% 1bid., 162-163.
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meliputi penutupan perjanjian antara pihak-pihak yang saling
berhadapan langsung dan yang tidak berhadapan langsung.*
3) Biaya Sewa (Ujrah)

Disyaratkan dalam ujrah apa yang disyaratkan dalam akad jual
beli, yaitu harus suci. Jadi, tidak sah jika upahnya berbentuk khamar.
Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, dapat
diserahkan serta diketahui besarannya oleh kedua belah pihak.*®

4) Obyek ljarah

Manfaat atas suatu barang yang disewakan atau obyek ijarah
mempunyai syarat-syarat, yaitu yang pertama sesuatu yang bernilai
dan dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, dapat diserahkan oleh
pemiliknya, maka tidak sah menyewakan barang yang bukan
miliknya. Yang ketiga adalah mubah, yaitu dibolehkan oleh shara’.
Yang keempat, manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran dan sifatnya
dengan tujuan menghindari ketidakjelasan (gharar) sehingga
menghalangi sahnya akad.**

b. Syarat sewa
Dalam akad ijarah ada empat macam syarat sebagaimana dalam

akad jual beli, yaitu syarat wujuh (Shart}al-In’iqadt), syarat berlaku

% bid., 146.
%% Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu ..., 409-410.
% 1bid., 409.



37

(Shart}al-Nafagth), syarat sah (Shart}al-Sthhah) dan syarat kelaziman

(Shartlal-Luzum).*®

1) Syarat terjadinya akad (Shart}al-In’igagt)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan pelaku akad, akad dan
obyek akad. Menurut Hanafiyah dan Makikiyah syarat yang berkaitan
dengan pelaku akad adalah berakal dan mumayyiz. Jadi, akad yang
dilakukan oleh orang gila (tidak berakal) menjadi tidak sah. Apabila
anak yang belum dewasa menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja
atau menyewakan barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah,
tetapi atas ijin walinya. Sedangkan menurut Syafi’iyah dan
Hanabilah syarat pada pelaku akad adalah berakal dan baligh. Jadi
akad menjadi tidak sah apabila pelakunya (mu’jir dan musta’jir) gila

atau masih dibawah umur.>®

2) Syarat berlakunya akad (Shart}al-Nafagh)

Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau
kekuasaan (al-wilayah). Menurut Hanafiah dan Malikiyah apabila si
pelaku akad tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (al-
wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli (orang yang
membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akadnya tidak

bisa dilangsungkan dan statusnya menjadi mauquf (ditangguhkan)

* |bid., 389.

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 321-322.
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serta harus menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi,
menurut Syafi’iyah dan Hanabilah hukumnya batal.*’
3) Syarat sahnya akad (Shart}al-Sthhah)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, obyek akad,
lokasi akad, upah dan akad itu sendiri. *® Diantara syarat sah akad
ijarah adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak*® yang berakad dengan adanya
unsur kerelaan dalam melakukan akad ijarah. Apabila ada unsur
keterpaksaan pada salah satu dari pelaku akad, maka akad ijarah
menjadi tidak sah. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad

jual beli. Allah berfirman dalam QS. an-Nisazayat 29:

z
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu
sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*°

b) Manfaat dari objek ijarah harus diketahui dengan jelas dan rinci,

sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya

tidak sah. Dengan demikian manfaat tersebut tidak dapat

*"bid., 322,

% Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu..., 390.
% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 322.

0 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan ..., 83.
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diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan manfaat itu
dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan berapa
lama manfaat itu kepada penyewa®*

Menjelaskan obyek manfaat dengan memberi tahu benda
yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “saya sewakan
kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad ijarah tidak
sah, karena rumah mana yang akan disewakan belum jelas.*

Menjelaskan masa manfaat kepada penyewa adalah hal yang
sangat penting dalam penyewaan lahan. Berapa hari, bulan atau
tahun masa sewanya.*®* Dalam masalah penentuan waktu ijarah,
ulama Syafi’iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka,
apabila seseorang menyewakan rumahnya setahun dengan harga
bulanan, maka pembaharuan akad diperlukan setiap bulannya.
Namun jika disewakan dengan harga tahunan, maka tidak perlu
pembaharuan akad, jadi akadnya tetap sah tanpa harus pembaruan
tiap bulan. Karena tenggang waktunya jelas selama satu tahun dan
harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Namun menurut
jumhur Ulama apabila seseorang menyewakan rumahnya selama
satu tahun dengan harga bulanan, akadnya sah untuk bulan

pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya hanya diperlukan

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 323.

2 1bid., 323.
“ bid., 323.
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unsur kerelaan dalam membayar uang sewa dan menerima uang
sewa.**

c) Objek akad ijarah harus dapat diserahkan, baik menurut hakiki
maupun shara’. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu
yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda
yang lepas. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar’i, seperti
menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan
masjid, menyewa dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat
atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.*

d) Manfaat objek al-ijarah itu sesuatu yang dibolehkan oleh shara’.
Misalnya menyewa lahan untuk berdagang. Dengan demikian
tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat,
seperti pelacuran atau perjudian, karena hal ini berarti mengambil
imbalan dari perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam
kaidah fikih juga disebutkan, yakni “Menyewakan sesuatu untuk
maksiat adalah tidak boleh”.*

e) Obyek ijarah bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya
ijarah dalam hal ibadah, seperti menjadi imam, melakukan adzan
dan mengajarkan al-Qur’an. Masalah ini disepakati oleh ulama
Hanafiyah dan Hanabilah. Dalam salah satu kaidah ulama

Hanafiyah disebutkan, “Tidak berhak atas upah orang yang disewa

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-233.
** Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat ..., 323.
*® Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu..., 397.
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untuk ketaatan”. Akan tetapi para ulama belakangan berfatwa
dibolehkannya seorang pengajar al-Qur’an mengambil upah.
Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i> dibolehkannya
mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur’an karena obyek kerja
dan upahnya jelas. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sesuatu
yang paling berhak engkau ambil upah darinya adalah
(mengajarkan) al-Qur’an.” (Hadis Skhih).*’

Manfaat objek al-ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya
akad al-ijarah, yang biasa berlaku pada umumnya. Apabila
manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad al-
ijarah maka tidak sah. Seperti menyewakan sebatang pohon
sebagai sarana penjemur pakaian. Dalam contoh ini akad al-ijarah
tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa
yaitu menjemur pakaian tidak sesuai dengan manfaat pohon itu

sendiri.*®

g) Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan biaya ijarah atau

upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

1) Ulama sepakat bahwa biaya ijarah atau upah (ujrah) hendaknya
harta yang bernilai dan diketahui. Landasan hukum
disyaratkannya mengetahui upah berdasarkan sabda Rasulullah

Saw.

" 1bid., 398.

*8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 326.
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Dari Abu Sa’id al-Khudrigi ra. bahwasanya Nabi Saw.
bersabda: "Barang siapa menyewa buruh, maka
jelaskanlah upahnya padanya” (HR. ‘Abd al-Razag).*

Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa nabi telah
menganjurkan kepada kita untuk menjelaskan jumlah biaya
ijarah atau upah (ujrah). Diketahuinya jumlah biaya ijarah atau
upah (ujrah) ini diperlukan untuk menghindari timbulnya
perselisihan dikemudian hari.

2) Biaya ijarah atau upah (ujrah) tidak boleh sama dengan jenis
manfaat obyek ijarah. Apabila biaya ijarah atau upah (ujrah)
sama dengan jenis manfaat obyek ijarah, maka akad ijarah tidak
sah. Misalnya, jasa dibayar dengan jasa dan ijarah tempat
tinggal dibayar dengan tempat tinggal.>°

4) Syarat mengikatnya akad (Shart}al-Luzum)
Disyaratkan dua hal dalam akad ijarah agar akad ini menjadi
terikat.>
a) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak
pemanfaatannya. Misalnya, jatuhnya atap rumah dan habisnya aki
pada mobil. Hal ini berakibat jika terjadi cacat yang merusak

pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak pilih (khiyap) antara

*° |bnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram..., 476.
%0 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 326-327.
> Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu..., 404.
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meneruskan akad ijarah dan membayar seluruh uang sewa atau
membatalkannya seperti jika hewan tunggangan yang disewakan
sakit atau pincang atau hancurnya sebagian bangunan rumah.

b) Tidak terjadi alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Seperti
jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang
disewakan, maka setiap setiap pihak boleh membatalkan akad
ijarah. Contohnya, jika terdapat unsur pemaksaan atau unsur yang
merugikan salah satu pihak.

4. Macam-Macam Sewa

ljarah dilihat dari segi obyeknya ada dua macam, yaitu ijarah atas
manfaat benda (ijarah al-‘ayn) dan ijarah atas jasa (ijarah al-dhimmah).
ljarah atas manfaat benda (ijarah al-‘ayn) yaitu yang obyek akadnya adalah
manfaat dari suatu benda. Sewa manfaat benda (ijarah al-‘ayn), misalnya
ijarah rumah, lahan, kebun. Kesepakatan para ulama, bahwa boleh ijarah
manfaat terhadap benda yang diperbolehkan dan bukan diharamkan, sepeti
yang telah kita ketahui jika manfaatnya haram maka tidak boleh
mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah.>

Sewa atas jasa (ijarah al-dhimmah), yaitu ijarah yang obyek akadnya

adalah suatu pekerjaan.>® Menurut para ulama ijarah seperti ini hukumnya
boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh
pabrik dan tukang jahit. ljarah yang seperti ini ada yang bersifat pribadi,

seperti menyewa pembantu rumah tangga dan ada yang bersifat serikat,

%2 1bid., 411-412.
% bid., 411.
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yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang
banyak, seperti buruh pabrik.>
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Sewa
Praktik ijarah akan berjalan dengan sangat baik jika para pelaku
ijarah memenuhi hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban para
pelaku ijarah adalah sebagai berikut:
a. Hak pelaku sewa (ijarah)
1) Hak orang yang menyewakan
Orang yang menyewakan berhak menentukan kepada siapa
barang tersebut disewakan, jika penyewa yang menawar lebih dari 1,
tetapi harus mendahulukan orang yang pertama kali menawar. Selain
itu ia berhak menerima barang yang telah disewa dengan baik, tidak
ada cacat.
2) Hak penyewa
Penyewa berhak menerima barang yang akan disewa dalam
keadaan baik serta dapat dimanfaatkan dengan sempurna, agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.
b. Kewajiban pelaku sewa (ijarah)
1) Kewajiban orang yang menyewakan
Wajib mempersiapkan barang yang disewakan agar dapat

digunakan secara maksimal oleh penyewa.>® Maka dalam hal ini

> Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 236.
* Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, Cetakan 3 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), 138.
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dibutuhkan penjelasan yang rinci atas barang yang disewakan, serta
dibutuhkan kejujuran yang menyewakan. Dalam Islam kejujuran
sangat diutamakan, seperti yang tertuang dalam QS. al-Bagarah ayat

42.
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Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang
kamu mengetahui.>®

Ayat di atas menganjurkan  supaya kita tidak
mencampuradukkan antara perkara yang benar dan yang batil, tidak
menutupi perkara yang batil dengan benar. Serta memerintahkan kita
agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya secara
rinci, agar perjanjian sewa menjadi sah serta tidak menjadi masalah
dikemudian hari.

Misalnya, rumah yang disewakan ternyata tidak dapat
digunakan dengan nyaman karena banyak terdapat titik-titik
kebocoran. Jika kebocoran ini terjadi pada awal pemakaian rumah
tersebut, maka yang wajib mengganti adalah yang menyewakan. Bila
yang menyewakan tidak mampu memperbaikinya, penyewa

mempunyai pilihan untuk membatalkan perjanjian atau menggunakan

manfaat yang cacat tersebut.

*® Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah..., 7.
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Jika menggunakan manfaat yang cacat maka penyewa dapat
meminta pengurangan harga sewa untuk digunakan perbaikan rumah
tersebut. Namun jika kebocoran terjadi setelah pemakaian, maka
yang wajib mengganti adalah penyewa. Karena ia telah mengambil
manfaat atas rumah tersebut.

2) Kewajiban penyewa

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut
syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaan. Dalam akad
ijarah sangat dibutuhkan adanya rincian hal-hal yang dituliskan
dalam surat perjanjian ijarah serta wajib dipenuhi oleh penyewa, agar
dikemudian hari tidak terdapat perselisihan antar pelaku.

Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap
utuh. Jika memang barang yang disewakan membutuhkan perawatan,
maka yang bertanggung jawab atas perawatan tersebut adalah yang
menyewakan. Karena jika penyewa yang melakukannya, hal ini
berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah perawatan yang tidak
pasti (gharar). Menurut pendapat ulama, bila penyewa diminta untuk
melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya
yang wajar untuk pekerjaannya itu. Namun bila penyewa melakukan
perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari

penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.®’

" 1bid., 138-139.
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6. Berakhirnya Akad Sewa
Menurut mayoritas ulama akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal
berikut ini:

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut
pendapat Hanifiyah. Sedangkan menurut Mayoritas Ulama,
meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad
ijarah. Karena akad ijarah merupakan akad yang lazim seperti jual beli,
di mana penyewa memiliki manfaat atas barang yang disewa sehingga
bisa berpindah kepada ahli waris.

b. Pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena akad ijarah adalah
akad tukar menukar harta dengan harta, maka dapat dilakukan
pembatalan seperti halnya dengan jual beli.

c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga akad ijarah tidak mungkin
untuk diteruskan.

d. Batas waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir, kecuali
ada alasan. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa
sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini akad

ijarah dianggap belum selesai.*®

%8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 338.



